GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILALIUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingmt

NOMOR 23 TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULL,

: bshwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Mentenn Dalam

Negeri Nomor 23 Tabun 2011 Tentung Penghitungan Dasar
Pengennun Pajuk  Kendarsan  Bermotor dan Bea Balik Namu
Kendarnnn Bermotor dan Melaksanakan Ketentuun Pasal 3 dan 4
Persturan Gubernur  Bengkulu. Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Memberiakukan Secars Mutatis Mutindis Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Penghitungan  Dasar
Pengenaan Pajak  Kendarsan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendarann  Bermotor, maka perfu distur Nilai Jual Kendaraan
Bermotar Pembuntan Tabun 2000 kebawah yang ditetopkan dengin
Persturan Gubernur Bengkulu 5

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provingi Bengkulu (Lembarin Negars Republik Indonesia Tahun
1967 Nomoar 19, Tambahan Lembtiran Negard Republik Indonesia
Nomor 2828 )

2. Undung-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan {lmum
dan Tatd Cara Perpajakan (Lembarun Negara Republik Indonesin
Tohun 1983 Nomor 49, Tambithan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah divbah beberapo kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penctapan Peraturan  Pémerinteh  Pengganti  Undang-Undany
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubshen keempat stas Undang-
Lindang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
camm Perpajakun menjadi - Undang-Undang  (Lembanin . Negam
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembuaran
Negar Republik indonesin Nomor 4999);

3. Undang-Undung Nomor 19 Tuhun 1997 tentung Penagihan Pajik
Dengan Surat Paksa (Lembamn Negam  Repoblik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambshon Lembaran Negiara Repablik
indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakchir denpsn Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Pervbahan Kedua atas Undang.1indang Nomor 19 Tahun 1997
Repeblix Indopesia Tahun 200 Nomor 129, Tambahan



4. Undung-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembarmn Negam Republik Indonesin Tahun 2002 Nomor 27;
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Unding Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lemburan Negars Republik  Indonesin
Nomor 4437) sebagnimana telah bebernpa kali diubah dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua stus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentung  Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undung Nomor 28 Tohun 2009 tentung Pojuk dan
Retribusi Ducrah Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor S049),

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundeng-undangan  (Lembaran. Negam  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarn Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

8. Peruturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksansan
Pemerintehan d¢i Provinsi Bengkulu (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun1968 Nomor 34, Tambohan Lembarin Negam
Republik Indonesia Nomor 2834);

9. Pemturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara
Penyitann Dulum Rangka Penspiban Pajok Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 135,
Tambuhun Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Pernturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pujak
Daerah vang: Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala Dacrah
atny Dibayar Sendini Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahan 2000 Nomor 119, Tambahan
Lembarun Negar Republik Indonesin Nomor $161);

11, Pematuran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukam Daeraly;

12, Peraturan Daerah Provinsi Bengkaly Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pajok Daerah Provinsi Bengkulu (Tababan Lembaran
Dacrah Proving Bengkalu Nomor 2);

13 Peratwran  Gubernur  Nomor 200 Tahun 2011 Tentng
Memberlakukan Securn Mutatis Mutandis Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Penghitungin
Dasar Pengennan Pajuk Kendumoan Bermotor dan Ben Balik
Nuama Kendsman Bermotor:



MEMUTUSKAN :

Mesenphan - PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PENETAPAN
NILAL JUAL  KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

I, Kendarpan Bermotor adalsh semua Kendaman beroda besertn gandengunnya yang
digunukan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan olch peralatan teknik berupa
motor atay peralatan lainnys yang berfungsi untuk mengubuh suaty sumber daya
energi tertenty’ menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang  bersangkutan,
termasuk alut-alat berat dan alat-alm besar yang dalom operasinyn menggunukan
roda dan motor dan tidak melekat secarn permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperisikan di air,

2. Kendnrun Bermotor Umum adalah setiap Kendarsan Bermotor yang disediakun
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin
antars laln izin trayek oo izin usahs angkutan atau Kartu pengawas:in.

3, Pajuk Kendarman Bermotor yang selunjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas
kepemilikan dan/ atou penguasann Kendaraan Bermotor.

4. Ben Balik Numa Kendaraan Bermotor yang selanjuinya disingkat BBNKB sdalah
pajuk wtas penyerahan hak milik kendirann bermotor sebagal akibat perjunjian dus
pihak atau perbuatan sepihuk atau keadsan yang terjadi karena jual beli, ukar
menukur, hibah, wurisn, sty pemasukan ke dalam badan usaha.

5. Kendarman Bermuotor Rubah Bentuk adalsh kendaraan Bermotor vang mengalami
perubahan teknis dan/alou sertn penggunsannys.

6. Alnt-alat Berat dan Alnt-alat Besar yang berperak ddulah Alst-alst Berat dan Alat-
alat Besar vang dalam opetasinys menggunakan roda dan motor dan tidak melekut
secara hermanen.

7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang sclanjutnya disingkat NJKB, adalah Nilai
Jual Kendarann Bermotor yang diperoleh berdusarkan Harga Pasarun Umum atas
suatu Kendaraan Bermotor,

8. Hargs Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah hargn rata-rats yang
diperoleh dari berbagai sumber data vang akural.

9. Tohun Pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atou whun yang ditetapkan
berdasarkan Registrasi dan Identifikasi oleh pihak berwenang.
BAB I
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2000 KEBAWAH
Pasal 2

Deagan Permuran Gobermur i ditetapkan Nilai Jual Kendarnan  Bormotor
Pembeatan Tahun 2000 kebawals.



belum dalam lamipinan Pernsturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tuhon 2011 dikecaalikan untuk kendarsan bermotor tahun pembuatan terbary,
mwmmmmmmmum
dengan Peraturan Gubernur ind

EE

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Persturan  Gubernur  ini adalah  sebagai pedoman untuk  Penetapan  dan
Penghitungan Nilai Jual Kendarnan Bermotor pembuatan Tahun 2000 kebawah,

Pasal §
Dalam pelaksanaannys Persturan. Gubernur ini harus sesuni dan berpedoman
kepada Perundang-undangan yang berfaku.

Pasal 6
Peraturan Gubemur Tentung Penctapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Yang
belum Tercantumy Dalum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2011
imi, mulai berfaku sejak tanggnl diundangkan,

Agar sctiap omang  mengetnhuinyn, memerintabkan  pengundangan  Peraturan
Gubernur  Tentang Penctapan Nilal Jusl Kendaman Bermotor Yang belum
Tercantum  Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 thun 2011 ini
dengan penempatunnys dalam Berita Dacrah Provinsi Bengkulu,

Di di Bengkuly

Pada thtggal30 = 13 - 201
PLGUBERNUR BENGKULU
WAKI} GUBERNUR

,

/JUNATDI HAMSYAH

di Bengkulu
tanggal 30 - 1. 30

sRETARIS DAERAH
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BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 34



-

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR %7 TAHUN2011

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL QUR'AN DENGAN METODE 1GRA’ TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

Menimbang

Mengings

N

PROVINS! BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

bahwa datam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, untuk mengembangkan
potenst peseria didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak muka dan
bartagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, bedimu, cakap.

kreatf, mandin, dan menjadl warga negara yang demokralis serta-

bertanggung
sebagaimans diamanatkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
fentang Sistam Pendidikan Nasional
bahwa untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beaman, berakhiak
mulia dan bertaqwa kepads tuhan yang maha esa, dipandang pery untuk menyusun
dan mengajarkan Kurkulum Muatan lokal membeca Al Quran dengan Metode Igra'
Tingkat Satuan Pendidikan Sexolah DasarMadrasah Iblidsiysh dan Sekoish Dasar
Luar Biasa yang sesual dengan keanfan lokal di Pravins! Bengkulu,

babwa berdasarkan pertimbangan sabagamana dimaksud huruf 2 dan b di atas; peru
diberituk Peraturan Gubamur Bengkulu tentang kurkulum muatan lokal membaca al
quran dengan mefode kqra® lingkat satuan pendidikan sekolah dasarimadrasah
ibtdalyah dan sakolah dasar lar bizsa Provins Bangkuly.

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1967 fentang Pembentukan Provinst Bengkul
(Lambaran Negams Republik Indonesia fahon 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomar 2628);

Undang-Undesg Nomoe 20 Tatom 2003 tenking Sistern Pandidikan Nasional
{Lembaran Negaia Repubik Indones: 1ahun 2003 Nomaor 78, Tambahan Lembaran
MNegara Republi Intonesia Nomar 4301)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Femenntahan Daerah sebagaimana
diubah beberapa kail dan 1grakhic dengas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Ferubaliah Kedus Afss Undang-Undanig Nomor 32 Tahun 2004 tantang
Pamannianan Caesah (Lambaran Nogara Republik Indonesia tafun 2008 Nomar 55,
Tampahan Lenbaran Negare Republiv indonasia Nomor 4844)

Urddang-Undang Nomor i2 Tahun 2011 tznlang Pombsniukan Peraturan Perundang:
undangen (Lanbzan Negara Repebix ndoness 12wn 2011 Nomor 52 Tambahan
Leembaran Neawra Reccbilk Iedosecs Nomor 32M)



S Fersles Pameriniah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlalunya Undang-undang

e Nomor 8 tahun 1987 dan Pelaksanaan Pemstintah di Provinsi Bengkuly (Lembaran
Negara Republk Indonesia tahun 1958 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 2834),

& Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Nagara Repubiik Indonesia Nomor 4496),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 lentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemetintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupeten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 lentang Pembetukan Produk
Hukum Daerah;

10, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Benghulu, (Lembaran Daerah Provinsi Bengkuly
tahun 2008 Nomoar 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL
QUR'AN DENGAN METODE IQRA' TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA PROVINSI
BENGKULU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkuly.

Gubemur adalah Gubemur Bengkulu dan Perangkai Dasrah Provinsl Bengkuly sebagai unsur

Panyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretans Daerah adalsh Sekretaris Daerah Provins: SBengkuly.

Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Provins| Bengkulu

Dinas adaiah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Tingkat Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

Peserta didik adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

10, Muatan Lokaf adalah mata pefajaran Iqra’.

11. Metode Igra’ adalah cara beiajar membaca Al quran cepat dan tepat.

12. Pengembang Kunikulum adalah panifia penyusunan, pemantau dan mengavaluasi pelaksanaan muatan
lokal metode igra, di lingkat satuan pendidikan.

13. Tenaga fungsional adalah pengawas Sekolah DasarMadrasah Ibfidaiyah dan Sekolzh Dasar Luar Biasa.

WS NDh B WS

14, Kurkulum adalah seperangkal fancangan dan pengaturan mengenai fujuan, isi dan bahan peiaiaran
mm\mmhm“mmmmmmmmmmmmmmm
tujuan pendidikan terfentu.

15. Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur.an dengan melode Igra’ Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah
DasariMadrasah iblidaiyzh dan Sekolah Dasar Luar Biasa, adalsh kurikulum yang diajarkan kepada
Mﬁmlmmmmmmmmnmmmm



BAB il
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH PROVINS!
Penyelenggaraan Kurikulum Mustan Lokal

Pasal 2
1] Penysiangoatsan Kunkulum Muatan Lokal Al Quran dengan metode Jgra’ Tingkat Saluan Pendidiken

Sekotah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar |uar Biasa di Provinsi Bengkulu dilaksanakan
uleh Dinas Pendidikan Provins| Bangkulu

121 Pemannizh Provins] Bangkulu-sesusl kewenangannya metakukan psnyasunan Kunkulsm Muatah Loks!
Al Quran dengan metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah DasariMadrasah Ibtidaiysh dan
Sekolah Dasar Luar Blasa bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkuly
dian Pemarintah Kabupaten/Kota.

{3) Pemenntah Provinsi dapal mendelogasikan kewenangan penyusunan Kurkulum Mualan Lokal
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kanlor Wiayah Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) Sefiap Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar [uar Biasa,
di Provinsi Bengkulu menyusun bahan pembelajaran Kurkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an
dengan metode Iqra”

(2) Seliap Tingkat Satuan Pendidikan Seknlah Dasar/Madrasah Iblidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Siasa di

Provinsi Bangkulu menyusun dan melaksanakan proses pembelasjaran Kurikulum Muatan Loks)
membaca Al Qur'an dangan metode larz".

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menganggarkan dana untuk penyusunan
Kurkulum Muatan Lokal Al Quran dengan metode iqra' Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah
Mmmmmmmmmmmwmm

(2) wamrmmmmwmmmwmmmw
Biasa fidak mempunyal guns yang akan mengajarkan melode lqra’ di Kelas |, Il dan Ill, maka

mmmmmmnmwmmnmmgmm
sebagal fenaga pengajar Kurkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metoda lqra’

Bagian Ketiga
Kalembagaan Pelaksana Kurikulum Muatan Lokal
Pasal §

11) Gubemur menetapkan fim Pelaksana kurikulum muatan jokal membaca al quran dengan melode iqta
Saluan Peadidikan Selolsh DarariMadrasah hlidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi
Benghuly benfasarkan usutan dar Kepala Oinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

(€1 Sysunan Organisasi Pembang dén  Tim Petaksana  Kurkuium (dustan Lokal membaca Al Quran
dengan metode Igra’ Tingkt Satusn Pendidikan Sekotah DasarMadrasah Ibtdaiyah dan Sekolah
Dasar Luar Biasa Provinel Bengialy terdin aias

3 PELINDUNG:
b PENASEMAT,



Iz FENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL IGRA' SOMI;
¥ PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL IORA’ SOLB;

(3) Susunan, tugas dan fungsi organisasi tim pelaksanana kurkulum muatan fokal membaca al quran
mmmnmmpmwmmtwmmwmw
Biasa di Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu sesuai dengan kefentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan
Kurkulum Muatan Lokal membaca Al Quran dengan metode lgra’ Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah
DasariMadrasah Ibtidalyah di fingkat Kabupaten/Kota

{2) Untuk metaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayal (1), Pemenntah Kabupaten Kota
bekenasama dengan Kantor Wilayah Kementenan Agama Kabupaten/Kota

(3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayal (1) Pemenntah
kabupaten/kota membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pemenintah penyusunan Kurikulum Muatan
Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Igra' Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah
bfidaiyah, dengan uraiuan tugas dan fungsi sebagal berikut:

a. Membantu Tingkal Satuan Pendidikan menyusun Kunkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an
dengan metode lgra’ di Sekolah Dasar/Madrasah Ibfidaiyah di Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Membantu Tingkal Satuan Pendidikan merumuskan Metode dan bahan Pembelsjaran Korikulum
Muatan Lokal membaca Al Quran dengan metode lora berdasarkan standar kompefensi dan
kompetensi dasar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaryah di Tingkat Kabupaten/Kota,

¢ Meiaksanakan sosialisasi dan memantau pelaksanaan Kunkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an
dengan metode lgra’ Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke satuan
tingkat pendidikan dan masyarakat melakil media cetak dan elektronik di Tingkat Kabupaten/Kota.

d. Mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membacs Al Quran dengan mefede lqra'
Tingkat Satuan Pendidikan Sekolsh DasarMadrasah [btidayah df Tingkat Kabupatea/Kota.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupalen/Kota sesual kewenangannya mengalokasikan angagaran unfuk penyusunan,
monilonng dan evalsasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan melode Igra’
Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Tinakat Kabupalen/Kota.

(2) Apabila di Tingkat Satuan Pandidiksn Sekolah DasarMadrasah Ibtidaiyah Kabupaten/ota fidak
mempunyal QU yang akan mengajarkan metode lgre di Kelas | Il dan Wl, maka Pemerintah
Kabupateniota sesuai dengan kewenangannys mengalokasikan anggaran untuk guns honor sebagal
tanaga pengajar Kurikulum tisstan Lokal mambmea Af Qur'an dengan metode iqra’



Pasal 8
mmwmaapmmwagmmmmmmxmmmmw

m&haammfmdmmebde lara' kepada Tingkat Saluan Sakolah Dasar Dan Madrasah Ibtidalyah
mmmmwmmmyamm

Pasal 9

Pemerintzh Kabupaten/Kots sesua dengan kewenangannya mendukung ledaksananya proses

Kunkulum Muatan Lokal membaca Al Quran dengan melode lqra’ di Tingkal Satusn

pembelajaran
Pandidikan Sekolah DasatMadrasah Ibtidaiyah di wilayahnya masing-masing.

)

(@

@

)

2)

K]

(4)

BAB IV
KURIKULUM MUATAN LOKAL MEMBACA AL QUR'AN DENGAN METODE IQRA'
Pasal 10

Rurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan matode Igra’ Tingkat Satsan Pendidikan Sekolah
DasarMadrasah Ibtdaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, disjarkan berdasarkan buku 1 (satu)

‘sampal dengan buku 8 (enam} lqra’

Metode pembefajaran Kurkulum Muatan Lokad membaca Al Quran dengan metode fqra’ Tingkal
Satuan Pendidikan Sekalah DasarMadrasah Ibfidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, disusun dan
digjarkan sesual dengan tingkal kesulitan dacl buku 1 {satu). sampai dengan buku 6 {enam) lgra”

Metode pembetajaran’ Kurkulum Muatan Lokal membaca: Al Quran dengan metode Igra Tingkal
Saluan Pandidiean Sekoleh DasarMadrasahy ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, dan buku 1
{satu) sampai dengan buku & fenam) lqra’ selesai- dilaksanakan pada sast pesena didik duduk di
semestor aknir Kelas il

BABV
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Paseria didik adaiah siswa akdtit melaksanakan pembelaaran di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaysh dan Sekoleh Dasar Luar Biasa.

Peserta didik Kelas | sampai dengan Kelas Il Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah
Ibtidalyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa wajib mengikuli Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an
dengan metode Igra’.

Jam belgjar Kurkalum Muatan Lokal membacs Al Quran dengan meiode lgra’ Tingkat Satuan
Pandidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolsh Dasar Luar Biasa di Kelas | ditaksanakan

4 (empat) jam pelajaran par minggu.

Jar belajae Kunkulum Muatan Lokal membaca Al Quran dengan metode lurs Tingkat Sstuan
Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah ihidaiyah dan Sexolah Dasar Luar Biasa df Kelas || dan Keiss lIL
dilaksanakan 2 (duaj jam pelajaran per minggu.
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Pasal 12

muMMlemwummsswmwwmsamoasar
S0 Sesolah Desar Luar Biasa mengluti Kurkulum Muatan Lokal menurut agama dan kepercayann

yarg dianyt masing-masing peseria didik.

Jam beigjar Kurikulum Muatan Lokal Peserta didik Non Muslim Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kelas | dilaksanakan 4 (empal) jam per minggu, untuk peserta
mmummmmz(mmmmmmu

“am belzjar Kurikulum Muatan Lokal Peserta didik Non Muslim Tingkat Satuan Pandidikan Sekolah
Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa Kelas Il dan Kelas ||| dilaksanakan 2 (dua) jam pelajaran
perminggu.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Tenaga Pendidik adalah guru agama dan alau gury kelas yang dapal mengajarkan Kurikulum Muatan
Lokal membaca Al Quran dengan meiode lgra di Tingkat Satuen Pendidikan Sekolah
DasariMadrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, '

mmmmummmwwmmmmmmmmsﬁammm
Pemennish KabupstenKota sesuai dengan kewenangannya sesual dengan kawenangannya
mwmmmm.mmmwmmmmmm
Pendidikan Sekolah DasarMadresah [btidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Blasa.

Wm’armmmmmmmmmwnm
uar Biasa.

mmwm'mwmmmmamammm
Pemerintah Kabupaten/Kots sesuai dengan kewenangannys melakukan Keordinasi penempatan
lenaga guru honor untuk mengajer melode Igra di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidatyah dan Sekolah Dasar Luar Blasa,

Dafam hal penempatan tenaga guru honor sehagaimana dimaksud ayat (3), maka Pemerintah Provinsi
bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sesua dengan kewenangannya, hans mempertimbangkan domisili gury honor dan
wilayah tempa! Tingkat Batuan Pendidican Sekalah DasarMadrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar
Luar Blasa.

Tenaga hanor yang mengajar melode lqra’ di Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah
Ibtidatyah dan Sekolzh Dasar Luar Biasa harus disesuaikan dengan kopetensinya.

Guru Mengajl yang mempunyal kompelens: mangajar metode Iy di Tingkat Satéan Pendidikan
Sekolah DasarMadrasah [blidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Bissa dapat diperfimbangkan untuk
dirakeut menjadi tenaga hodint
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Kepulusen pengangkatan lenkga honor gury pengajar metode lgra’ di Tingkat Satuan Pendidikan
Sekoiah DasaMadrasah Ibbdaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa difetapkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan lembusannya disampaikan
kepada Kanfor Wilayah Kemenlerian Agama Provins! Bengkuly dan Dinas Pendidikan Provinsi
Benghuiy.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional/Pengawas
Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional/Pengawas di Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyal tugas melskukan sosialisasi, membantu
menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan Kurkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an
dengan metode lara' di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Dasar Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya.

Pengawas di Tingkal Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya harus
menyampalkan laporan secara lertulis pelaksanaan Kurkulum Mustan Lokal membaca Al
Quran dengan metode lqra’ di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah Ibfidalyah dan
Sekolsh Dasar Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Kantor Wilsyah Kemen'erian Agama Kabupaten/Kota

Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kola Bengkulu Tingka!
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama membantu Tingkat Satuan Pendidikan
Sexolah Luar Biasa menyusun Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Quran dengan melode Igra’.

Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingka!
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjssama menyampaikan kekurangan lenaga
gty yang mengajar Kurkulum Muatan Lokal membaca hunif Arab pemuta dengan metode lgra’
kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Pengawas Pengawas Pendidkan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kofa
Bengkuly Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerasama mengevaluasi
dan menganaiisis keberhasiian Kurkulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode igra’

Pengawas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi dan Kota Bengkulu Tingkat
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa bekerjasama menyampalkan hasil evaluasi serta
andlisis keberhasilan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Quran dengan metode lgra’ kepada
Kepaia Dinas Pendidikan Provinsi Benakulu

BAB VIl
KOORDINASH, SOSIALISAST DAN SUPERVISI
Pasal 15

Knordinasi pengembangan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Gur'an dengan metode igra’ Tingkat

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa dilaksanakan secara berjenjang

antara Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkuly dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Sosialisasi kerangka dasar pengembangan Kunkulum Mustan [okal membaca Al Quran dengan
metode Igra’ Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah (asa dan Sakolah Dasar Luat Biasa dilakukan oleh
mmmmmmmmmwmwmmmmmmmmw
Pemerntah Kabupsten®ols



Pasal 16

(1) Pemenntah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenlerian Agama Provinsi Bengkulu dan
wmmmmmwamumm-m
kewenangannya melakukan monitoring dan évaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca Al
Guran dengan mefode lgra’ Sekolah DasarMadrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

{2 Pengawes di Tingkat Satuen Pendidikan wajib melakukan monitoring dan- evaluasi,

Kurikulum Muatan Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Iqra’ Sekolah DasariMadrasah ibtidalyah
deDmaLwﬁmdmmmymdkmMimmmemlkaKemmﬂmm
Kabupaten/Kola dan Binas Pendidikan Kabupaten/Kota,

{3) Pemerintah Kabupaten/Xota bekerjasama dengan Kanlor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota
sesual dengan kewenangannya malaksanakan moniforing dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan
Lokal membaca Al Qur'an dengan metode Igra’ Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah
lbiidaiyah dan Sekolsh Dasar Luar Blasa, dan menyampaikan |aporan anaisis perkembangan
pelaksanaan kurkulum kepada Kepala Dinas Pendidikan Provingl dan Kepala Kantor Wilayah
Kemenlenan Agama Provinsi Bergkulu.

(4) Kepala Dinas Pendidikan Provines: Bengkulu dan Kepals Kantor Kementanan Agems Provins! Bengkuly
secara berenjang meranghum enalisis hasil monitoring dan evaluas! pelaksanaah Kurikulum Muaten
Lokal mambaca Al Qur'an dengan metode igra’ Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah
iofidatyaih dan Sakolah Dasar Luar Biasa;

[3) Kepala DhastdithmhsaBetwudm Kepsia Kanfor Kementerian Agama Provinal Benghulu
menyampaikan faporan minimal 6 (enam) bulan sekal kepada Gubemur Bengkuly, hasil analisis dan
evaluas( pelaksanasn Kudkulum Muatan Loksi Al Quran dengan nietode lqra' Tingkat Satuan
Pendidikan Sekolah DasariMadrasah Iblidalyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 17

(1) Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan mengenal hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan
Kutikufum Muatan Loka! membaca Al Qur'an dengan metode Iqra’ Sekolah Dasar/Madrasah |
dan Sekoiah Dasar Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor
Wilayah Kebupaten/Kota

mmmmmmmdmwwmwm
|aporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu mengenai hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal membaca
Al Qur'an dengan meiode lqra’ Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah DasarMadrasah Ibtidalyah dan
Sekolah Dasar Luar Biasa.

{3) m,mvmmmmmmmmamwm
Dasrah Kabupalen/Kotz mengenal hasi analisis dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Mustan Lokal
WNWMWMlm"memWMwm



(4] Hasi laporan dan anaksis sebagaimana dimaskud ayat (3) sebaga: bahan Kajian Gubemur Benglulu
untuk pelaksanasn Kurkuhim Muatan Lokal Al Gur'an dengan mefode fqra’ Tingkat Satuan Pendidikan

15) Pemenntah Provinsi dan Pemedntah Daerah Kabupaten/Kola menindaklanjuti hasil laparan
ssbagaimana dimaksud ayut {4), sebsgal bahan uniuk melskukan penyempumaan  proses
penyeienggaraan Kurkulum Muatan Lokal Al Quran dengan metode lgra’ Tingkat Satuan Pendidikan
Sekoizh Dasar/Madrasah Ibtidaiyab dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu dimasa yang
&kan datang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Halhal yang belum dilur datem  Peraturan Gubarur: nl sepanfana mengens: teknis
pelksananaya diatur labih fanjul dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkuiy

Pasal 18

Calam Pelaksanaan Peraturan Gubemur inl haius sesuw dan barpedoman pada ketentyan peraturan
perundang-undangan yang berdaky.

Pasal 20
Paraturan Gubemur il mulal bertaku nada tanygal diundahgkan

Agar seliap orang menfelahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penampatannya dalam Berita Ducrah Provingi Bangkuly

Diundangkan di Bengkuh
pada tandgal

SEKRETARIS DAERAH,
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(4) Hailiapamdmmafuisssbaaﬁmmdhﬂudayal@)nhagaibahmkafm Gubemur Bengkuly
untuk pelaksanaan Kurkulum Muatan Lokal Al Qur'an dengan metodes lqra’ Tingkat Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar/Madrasah Iblidalyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa,

(5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Dasrah KabupatenMota menindaklanjufi hasil laporan
sebagaimana dimaksud ayal (4), sebagal bahan uniuk melakukan penyempumaan proses
penysiengaaraan Kurikulum Muatan Lokal Al Quran dengan metode lgra’ Tingkat Satuan Pendidikan
Sekolsh DasarMadrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Bengkulu dimasa yang
akan datang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur |ni sepanjfang mengenai leknis
pelaksanaanya diatur lebih lznjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

Pasal 18

Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubemur inl harus sesual dan berpedoman pada kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Peraturan Gubamur ini mulal bedaku pada tanagal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Gubernur inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkul.

Ditetapkan di Bangkuly
padatanggal 27 ~ 12 - 2064

H. JUNAIDI HAMSYAH

Dwndangkan di Bengkulu
mw i?“ ‘2- -20.1

SEKRETARIS DAERAH,
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